PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1)

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah, kepala daerah menyampaikan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran
2011;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang ................
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Li;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang
nomor 21 tahun1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara  Pemeriniah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 382,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 4090)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004  tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia "Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4416)
scbagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republilk Indonesia Nomor 4576);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

19.

20.

21.

22.

kepada Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republilk Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republilk
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23, Peraturan .....ooevvevevennn.



23. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun
2008 Nomor 19);

24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun
2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
dan
BUPATI INDRAGIRI HULU
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWAEBAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
a. laporan realisasi anggaran,
b. neraca;
c. laporan Arus Kas;
d. catatan atas Laporan Keuangan;

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilampiri
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a
tahun anggaran 2011 sebagai berikut:

a. pendapatan Rp. 1.138.297.076.326,61
b. belanja Rp. 862.284.960.969,50
Surplus Rp. 276.012.115.357,11
c. Pembiayaan
1. Penerimaan Rp. 104.365.441.701,12
2. Pengeluaran Rp. 50.079.369.410,00
Netto Rp. 54.286.072.291,12
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut:

(1) selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (171.901.530.768,61)
dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan Rp. 966.395.545.558,00
b. Realisasi Rp.1.138.297.076.326,61
Selisih - Defisit Rp. (171.901.530.768,61)

(2) Selisih ...oovvreereerenenen.



(2) selisih anggaran dengan realisasi belaﬁja sejumlah Rp.133.834.994.824,24 dengan
rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja Rp. 996.119.955.793,74
b. Realisasi Rp. 862.284.960.969,50
Selisih Rp. 133.834.994.824,24

(3) selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp.(305.736.525.592,85)
dengan rincian sebagai berikut:

a. Defisit setelah ) Rp. (29.724.410.235,74)
b. Realisasi — Surplus Rp. 276.012.115.357,11
Selisih Rp. (305.736.525.592,85)

(4)selisih  anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan  sejumlah
(Rp.2.367.797.594,00)dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 106.733.239.295,12
b. Realisasi Rp. 104.365.441.701,12
Selisih Rp. 2.367.797.594,00

(S)selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp.26.929.459.649,38 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 77.008.829.059,38
b. Realisasi Rp 50.079.369.410,00
Selisih Rp. 26.929.459.649,38

(6)selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp.(24.561.662.055,38) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto Rp. 29.724.410.235,74
b. Realisasi Rp. 54.286.072.291,12
Selisih Rp. (24.561.662.055,38)
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 30 Desember tahun 2011
sebagai berikut:
a.jumlzah aset Rp.2.116.566.348.086,43
b.jumlah kewajiban Rp. 6.649.451.544,35
c.jumlah ekuitas dana Rp.2.109.916.896.542,08

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 30 Desember 2011 sebagai berikut:

a.saldo kas awal per 1 Januari 2011 Rp. 104.365.441.701,12

b. arus kas dari akfivitas operasi Rp. 409.775.025.490,11

c. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp.{133.762.910.133,00)

d. arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (50.079.369.410,00)

e. arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 0.00

f. saldo kas akhir per 30 Desember 20110 Rp. 330.317.407.792,23
Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d di tahun
anggaran 2011 memuat informasi baik kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos
lapoan keuangan.

Pasal 7

Pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam lampiran terdiri dari:

a. lampiranlI : laporan realisasi anggaran
lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi
b, lampiran I : laporan Neraca
c. lampiran Il : laporan arus kas
d. lampiran IV : laporan catatan atas laporan keuangan



Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri

dari :

a. laporan kinerja tercanium dalam lampiran V

b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah
tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 9

Bupati Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rtincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 30 September 2012

BUPATI INDRAGIRI HULU
ttd

YOPI ARIANTC

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 30 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
ttd

Drs. H. R. ERISMAN, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2012 NOMOR 4



